KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani yang terkoordinasi,
terarah, terukur, dan berkesinambungan di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu
dibentuk Tim yang mencakup unsur Komisioner dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa untuk merespons adanya pergantian susunan
keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 99
Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/gorontalo



Umum Provinsi Gorontalo Nomor 99 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

jdih.kpu.go.id/gorontalo

L




dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 444;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/0ORT-07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Gorontalo;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR
99 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU meliputi:
a. Tim Pelaksana yang diubah menjadi Tim Kerja; dan
b. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
_.—Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

~~<\"Hukum dan SDM,

/
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS
| KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
i . PROVINSI GORONTALO NOMOR 99
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN DALAM TIM

I. | TIM PENGARAH

Ketua
1. | Sophian Rahmola Komisi Pemilihan Umum Pengarah
Provinsi Gorontalo

Anggota
2. | Risan Pakaya Komisi Pemilihan Umum Pengarah
Provinsi Gorontalo

Anggota
3. | Hendrik Imran Komisi Pemilihan Umum Pengarah
Provinsi Gorontalo

Anggota
4. | Roy Hamrain Komisi Pemilihan Umum Pengarah
Provinsi Gorontalo

Anggota
5. | Opan Hamsah Komisi Pemilihan Umum Pengarah
Provinsi Gorontalo
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NO NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

II.

TIM KERJA

1. | Marleni Makuta

Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo

Ketua

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Abd. Talib Husain
Tilahunga

Penata Kelola Pemilu
Ahli Madya

Koordinator
merangkap
Anggota

2. | Sjukri Hala

Penata Kelola Pemilu
Ahli Madya

Anggota

3. | Fadli H. Alamri

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, Informasi,
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan Sumber
Daya Manusia

Anggota

4. | Muthia Usman

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anggota

5. | Idham Mantali

Plt. Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Keuangan,
Umum, dan Logistik

Anggota

B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1. | Fadli H. Alamri

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, Informasi,
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan Sumber
Daya Manusia

Koordinator
merangkap
Anggota

Sri Suwasti Susanti
Buyung

Kepala Subbagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, dan Informasi

Anggota
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KEDUDUKAN
A N
NO NAM JABATA DALAM TIM
3. | Gylang Andhy Wijaya Penitﬁlfgiizizmﬂu Anggota
4. | Rizky Fahrozy Penata Kelola Pemilu Atiggota

Ahli Pertama

C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA

MANUSIA

1. | Fadli H. Alamri

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, Informasi,
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan Sumber
Daya Manusia

Koordinator
merangkap
Anggota

2. | Yulia Stevia Gaib

Kepala Subbagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Partisipasi,
Hubungan Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia

Anggota

Mohamad Rhonal
Makuta

Penata Kelola Pemilu
Ahli Pertama

Anggota

Ayu Anggraeny Kiay
Demak

Penata Kelola Pemilu
Ahli Pertama

Anggota

D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. | Fadli H. Alamri

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, Informasi,
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan Sumber
Daya Manusia

Koordinator
merangkap
Anggota

Sri Suwasti Susanti
Buyung

Kepala Subbagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, dan Informasi

Anggota

3. | Gylang Andhy Wijaya

Penata Kelola Pemilu
Ahli Pertama

Anggota

4. | Meylina Karim

Pranata Komputer
Ahli Pertama

Anggota
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KEDUDUKAN
NAMA ATAN
O el DALAM TIM
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas, :
f . dan k Koordinator
. ungsi, dan kewenangan
1. | Muthia Usman o . merangkap
di bidang Teknis Aneeot
Penyelenggaraan Pemilu ggota
dan Hukum
Kepala Subbagian yang
melaksanakan tugas,
2. | Hendrawati Saliko fungsi, dan kewenangan Anggota
di bidang Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Kepala Subbagian yang
3. | Ramla Domili e AT Ed s Anggota
fungsi, dan kewenangan
di bidang Hukum
4 Lutfi Iswandari Penata Kelola Pemilu Angeot
" | Dewatara Ahli Pertama ggota
5. | Raihan Nur Arfullah Pelaksana Anggota
F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Plt. Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas, Koordinator
1. | Idham Mantali fungsi, dan kewenangan merangkap
di bidang Keuangan, Anggota
Umum, dan Logistik
Kepala Subbagian yang
melaksanakan tugas,
2. | Rengga Gobel fungsi, dan kewenangan Anggota
di bidang Umum dan
Logistik
. Penata Kelola Pemilu
3. | Wiraswaty Nento Ahli Pertama. Anggota
. Penata Kelola Pemilu
4. | Rahmat Ismail Datau Ahli Pertama Anggota
III. | TIM AGEN PERUBAHAN
1 Abd. Talib Husain Penata Kelola Pemilu Ahli Dot
" | Tilahunga Madya &8
- . Penata Kelola Pemilu Ahli
2. | Sjukri Hala Madya Anggota
3. | Fadli H. Alamri Kepala Bagian yang Anggota
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KEDUDUKAN

A
NO NAM JABATAN DALAM TIM

melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Perencanaan,
Data, Informasi,
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat, dan Sumber
Daya Manusia

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan
di bidang Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

4. | Muthia Usman Anggota

Plt. Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
5. | Idham Mantali fungsi, dan kewenangan Anggota
di bidang Keuangan,
Umum, dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
_~Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
/2 “Hukam dan SDM,

\
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